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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat
proses implementasi SKB Empat Me \iteri dalam pembmaan dan pengembangan
Usaha Kesehatan Sekolah dakimpengarihskemunikasi, koordinasi, disposisi dan
sumberdaya di Kecamatan Ngawi Kabupaten Nga | Identifikasi faktor-faktor

penghambat |mpleme aS| diadopsi %m Iement i_kebijakanVan Meter dan
Van Horn (1975) '\éﬁv 1% 0JFAN azmanian dan Paul A.
Sabatier (1983). "%
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Berdasarkan hasil penelit

ian dapat disif
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yang ditemui dalam pelaksana: plin beber: pa faktor penghambat dalam
pembinaan dan pengemang sbut adalah (1) komunikasi antar
organisasi dan penguatan aktivitas, ba wa koordlna3| antara instansi terkait yang
penting untuk dilakukan dalam melaksanakan program pembinaan dan
pengembangan UKS selama ini tidak dilakukan; (2) sumberdaya manusia pada
tim pembina UKS dari segi kualitas masih kurang karena masing-masing unsur
SKB empat Menteri belum bisa memahami tugasnya, sumberdaya finansial dalam
Pembinaan dan pengembangan UKS selama ini tidak memadai; (3) disposisi yang
dimiliki oleh implementor yaitu antara Camat, Kepala UPT Dinas Pendidikan,
Kepala Kantor Urusan Agama dan Kepala Puskesmas serta unsur terkait di
Kecamatan Ngawi, tidak adanya komitmen untuk melaksanakan program
pembinaan dan pengembangan UKS serta dalam mengkoordinasikan
pelaksanakan program di wilayahnya sesuai dengan petunjuk tim pembina UKS;
dan (4) koordinasi Tim Pembina UKS di Kecamatan Ngawi dengan Tim Pembina
UKS di Kabupaten Ngawi tidak berjalan dan laporan berjenjang belum
dilaksanakan karena tim pembina UKS Kecamatan Ngawi maupun lintas sektor
yang terlibat tidak pernah melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan program
pembinaan dan pengembangan UKS.

Implementasi Surat
i’.-“jfe- 1 pengembangan UKS di
a faktor-faktor penghambat

Kata kunci:  Surat Keputusan Bersama, Usaha Kesehatan Sekolah, Komunikasi,
Sikap pelaksana, Koordinasi
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Supratikmiasih. 2012. Implementation of the Ministry Joint Decree for
Coaching and Developing School Health Unit: Success Inhibitory Factors in
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ABSTRACT

Th|s research aimed to know he |nh|b|t0ry factors in implementation of

influenced by communi€a
Ngawi district,

factors in |mplem tiol ( ching and developing
school health unit in N@awi'district \ Jencys The inhibitory factors were
(1) communication gen ‘organi s/and activity strengthen, the

school health programs; (2) human resources in school health team were less in
quality because each components in Ministry Joint Decree had not known their
duties, and the financial resources in coaching and developing school health
programs were not enough as far; (3) disposition held by the implementers namely
Head of District, Education Department, Office of Religious Affairs and Public
Health Center, there was no commitment for coaching and developing the
program and coordinating of programs implementation in their region as guiding
by school health team; (4) coordination by coaching team for school health unit
in Ngawi district, Ngawi regency had never done and the continuous report also
had not been made because there was no meeting in coordination for coaching and
developing school health programs.

Keywords: Ministry Joint Decree, School Health Unit, Communication,
Disposition, Coordination
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sangatlah penting untuk

itas, serta berakhlak

g bagaimana Kkita

papan nama yang waji .' dimas g- asing Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Dinas Pendidikan Kecamatan sebagai Sekretariat Tetap UKS Kecamatan, dan
Sekolah sebagai Tim Pelaksana UKS. Ini adalah sebuah kenyataan yang tidak
bisa kita pungkiri, dikarenakan kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan
UKS bagi seluruh lapisan masyarakat dan lembaga pendidikan.Program UKS
yang ada saat ini masih perlu dukungan dari stakeholder penentu kebijakan
dalam pembinaan dan pengembangan UKS. Berdasarkan laporan UKS dari
Puskesmas Kecamatan Ngawi ke Dinas Kesehatan bahwa di Kecamatan
Ngawi masih terdapat adanya program UKS yang belum berjalan di Sekolah

seperti adanya Program Pemantau Jentik Anak Sekolah (PEJAS) yang



bertujuan untuk memperluas jangkauan pemantauan jentik dimasyarakat
sehingga bisa menurunkan kejadian demam berdarah, dimana dari sekolah

yang ada di Kecamatan Ngawi belum semua sekolah melaksanakan program

tersebut, sedangkan dari jumlah murid sekolah dasar yang ada di Kecamatan

sarana dan prasarana seperti UKS kit belum semua sekolah mempunyai, serta
masalah kesehatan lainnya. Sehingga Tim Pembina UKS Kecamatan Ngawi
sangatlah diperlukan dalam Pembinaan dan pengembangan UKS.

Berdasarkan Profil Tim Pembina UKS Kabupaten Ngawi bahwa
jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi sebanyak 19 Kecamatan
dengan lembaga pendidikan yang ada dari tingkat taman kanak- kanak
sampai tingkat lanjutan sejumlah 1.373 Sekolah. Sedangkan Lembaga
pendidikan yang ada di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi sejumlah 118

Sekolah diantaranya Tingkat: TK/RA sejumlah 42 Sekolah, Tingkat SD/MI



sejumlah 51 sekolah, Tingkat SMP/MTs sejumlah 10 sekolah dan Tingkat
SMA/SMK/MA sejumlah 15 Sekolah.

Sedangkan dari data dasar UKS Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
tahun 2011 dari jumlah sekolah dasar 679 sekolah belum semuanya

mempunyai ruang UKS yaitu baru 559 Sekolah yang mempunyai ruang UKS

memerlukan kesehatan y g bal .Ke ehatan menunjukkan keadaan yang

sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup
produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan bagi peserta didik
merupakan sangat menentukan keberhasilan belajarnya di sekolah, karena
dengan kesehatan itu peserta didik dapat mengikuti pembelajaran secara terus
menerus. Kalau peserta didik tidak sehat bagaimana bisa belajar dengan baik.
Oleh karena itu kita mencermati konsep yang dikemukakan oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa salah satu indikator kualitas sumberdaya
manusia itu adalah kesehatan, bukan hanya pendidikan. Ada tiga kualitas

sumberdaya manusia, yaitu pendidikan yang berkaitan dengan berapa lama



mengikuti pendidikan, kesehatan yang berkaitan sumber dayamanusianya,
dan ekonomi yang berkaitan dengan daya beli.

UKS adalah usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan
dan perilaku hidup sehat pada peserta didik usia sekolah yang dilakukan

secara menyeluruh (komprehensif) dan terpadu (integrative). Untuk

sebagai subjek dan’ W
menanamkan sikap,dan-perilaku
menolong ¢ ang§

perkembangan yang harnis optimal dalam rangka pembentukan
manusia Indonesia berkualitas. Sedangkan secara khusus tujuan UKS adalah
menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat, meningkatkan
pengetahuan, mengubah sikap dan membentuk perilaku masyarakat sekolah
yang sehat dan mandiri. Di samping itu juga meningkatkan peran serta
peserta didik dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah dan rumah
tangga serta lingkungan masyarakat, meningkatkan ketrampilan hidup sehat
agar mampu melindungi diri dari pengaruh buruk lingkungan.

Dalam Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992, dinyatakan

bahwa pembangunan kesehatan: ~bertujuan mewujudkan tercapainya



kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujutkan
derajad kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur
kesejahteraan umum dari tujuan Nasional. Selain itu pada BAB V pasal 45
disebutkan bahwa kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan

kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat,

sehingga peserta 4
harmonis dan op
Salah satu mo umberdaya manusia

fisik, mental dan

sosial ser meméu-y\m produ ntuk mewujudkan
sumberdaya manus%ang sehat fisi an sogial serta mempunyai

Untuk lebih memantapkan pembinaan dan Pengembangan UKS secara
terpadu telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri
antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri
Agama, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia. Pembinaan dan
pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah adalah upaya pendidikan dan
kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, berencana, terarah dan
bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan mengembangkan dan
membimbing dan menghayati menyenangi dan melaksanakan prinsip hidup

sehat dalam kehidupan peserta didik sehari-hari.



Dalam upaya untuk menumbuh kembangkan UKS telah dikeluarkan
regulasi berupa SKB empat Menteri dalam Pembinaan dan Pengembangan
UKS yang bertujuan agar pengelolaan UKS mulai dari pusat sampai ke daerah
dan sekolah / madrasah dilaksanakan secara terpadu, tearah, intensif,
berkesinambungan sehingga diperoleh hasil yang optimal.

binaan dan pengembangan

i dalam Pembinaan dan

" komunikasi antar

Ngawi, Kabupaten Ngawi. |

Di Kecamatan Ngawi sudah diterbitkan SKB empat Menteri dalam
pembinaan dan pengembanga UKS dengan dibentuknya Tim Pembina UKS
yang ditetapkan oleh Camat Ngawi pada tahun 2008, dari indikasi dalam
pembinaan dan pengembangan UKS belum optimal. Dari penelitian ini
bermaksud untuk mengetahui faktor penghambat Implemetasi.

Pembinaan dan Pengembangan UKS dilaksanakan oleh Tim UKS yang
terdiri atas Tim Pembina UKS Pusat, Tim Pembina UKS Propinsi, Tim
pembina UKS Kabupaten / Kota, Tim Pembina UKS Kecamatan dan Tim

Pelaksana UKS di Sekolah sehingga Tim-pembina UKS mulai dari Tingkat



Pusat sampai tingkat bawah mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-
masing instansi.

Tugas sebagai Tim Pembina UKS di Kecamatan Ngawi yang
ditetapkan oleh Camat Ngawi tentunya telah disesuikan dengan Surat

Keputusan Bersama empat Menteri dalam Pembinaan dan pengembangan

bersama-sama dalam i W%ak n U
i i Selama ini.%asa urangnya melakukan
=

dgatka

\pgoina -

ecam@maup pada tim pelaksana

-

yang dilaks nakangﬁ?\gk
tidak melakukan so%asi ke

lomba Lingkungan Sekolah Sehat . akan Program tahunan yang dadakan
oleh Tim Pembina UKS Propinsi dengan maksud bahwa kegiatan tersebut
merupakan bentuk monitoring dan evaluasi pelasanaan UKS, namun yang
dilakukan oleh Tim Pembina UKS Tingkat Kabupaten maupun tingkat
Kecamatan kurang mensosialisasikan hal tersebut di semua tim Pembina UKS
Kecamatan yang ada, kegiatan hanya dilakukan bila ada lomba.

Pelaksanaan kegiatan dan lomba UKS yang dilaksanakan oleh Tim
pembina UKS Propinsi dengan maksud untuk pemantauan dan mengevaluasi
pembinaan dan pengembangan UKS yang ada di Daerah, dan hal tersebut

telah dilaksanakan setiap tahun, namun -Tim pembina UKS yang ada di



Tingkat Kabupaten maupun yang ada di Tingkat Kecamatan dirasa masih
kurang menanggapi adanya kegiatan tersebut, Tim Pembina UKS di Tingkat
Kecamatan hendaknya menindak lanjuti hal tersebut, karena bobot penilaian
tersebut adalah juga tergantung pada pelaksanaan kegiatan program Tim

pembina UKS. Meskipun dari pelaksana UKS sudah melaksanakan program,

tetapi apabila dari Pembina UKS yang

ada tidak berjalan maka akan

sangat mempengary

mempunyai program yang aku . dalam kegiatan UKS, dan mempunyai
sasaran yang sama, hal tersebut diperlukan koordinasi antara instansi agar
saling mengisi kekurangannya, ini dirasakan bahwa dari Tim pembina UKS
yang ada nama-nama yang tecantum didalamnya adalah sudah banyak yang
pindah dari wilayah Kecamatan Ngawi dan personal yang pindah tersebut juga
tidak menyampaikan tugasnya kepada personal yang baru, Sedangkan dari
personal yang baru juga tidak mencari tahu tugas yang seharusnya dilakukan

sebagai Tim pembina UKS yang ada di Tingkat Kecamatan, karena koordinasi

antar instansi yang terlibat tidak pernah dilaksanakan.



Dalam rangka mengetahui kegiatan Tim Pembina UKS yang ada di
Kecamatan Ngawi perlu adanya masukan pada Tim pembina UKS Kabupten,
adapun masukan tersebut dengan harapan dapat mengetahui kegiatan yang
telah dilakukan, adapun masukan-masukan tersebut dapat berupa laporan,

bahwa sebenarnya didalam pelaksanaannya dilaporkan secara berkala. Namun

Sehingga dapat di i 3 i b‘thS yang ada di Kecamtan

008 tentang Implementasi
Kebijakan pengembangan ' o . ~ Lampung Tengah, Aspek yang
berkenaan dengan faktor disposisi adalah pemahaman terhadap kebijakan , hal
ini sangat penting, karena tanpa adanya pemahaman yang memadai maka
tidak mungkin implementor dapat melaksanakan tugas dengan baik. Hasil
observasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan
koperasi dan UKM Kabupaten lampung tengah belum mempunyai
pemahaman yang memadai yang terkait dengan seksi atau antar bidang
berjalan sendiri-sendiri.

Hal tersebut juga dirasakan pada Tim Pembina UKS yang ada di

Kecamatan Ngawi yang selama ini dari.masing-masing unsur SKB empat
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Menteri antara Camat, UPTD Dinas Pendidikan, Kepala Puskesmas dan
Kepala Kantor Urusan Agama serta sektor terkait kurang memahami tugasnya
sebagai Tim Pembina UKS dan programnya dilaksanakan sendiri-sendiri dari
instans tersebut sehingga terkesan program kegiatan berjalan sendiri-sendiri.

Hal- hal yang perlu diketahui dalam Surat Keputusan Bersama antara

untuk meningkatkan mutu

meningkatkan perilaku

untuk menentukan prioritas programnya, namun berdasarkan pengamatan Tim
Pembina UKS Pusat ternyata pelaksanaan UKS sampai dengan saat ini
dirasakan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga untuk
itu dipandang perlu adanya pemberdayaan tatanan UKS pada setiap jenjang
dalam rangka memantapkan pelaksanaan program-program UKS, seperti kita
ketahui UKS adalah salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan
hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik sedini mungkin. (TP UKS

Pusat 2007)
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Terkait dengan pelaksanaan program UKS dirasa masih adanya
perencanaan program pengembangan UKS yang selama ini belum menjadi
agenda pada Musrenbang (Desa, Kecamatan, Kabupaten). Program UKS
merupakan program Nasional, namun dalam implementasinya ada

kecenderungan belum sinerginya antara program Tim Pembina UKS Pusat

‘ w l k
Kondisi sepgrti 11 juga J A & atan Ngawi Kabupaten
wa pe%an dan
o,
gala

Kabupaten Ngawi yang . di <ota dan jaraknya dekat dengan
Kabupaten

Dari peneliti terdahulu Suboko, (2007) dalam implementasi
kompensasi pengurangan subsidi BBM bidang infrastruktur pedesaan di Desa
Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar menuliskan bahwa
sumberdaya juga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program PKPS
BBM bidang infrastruktur di Desa Kwangsan. Karena Ketidak tersediaan
sumberdaya ini program berjalan agak lambat. Hambatan lain yang dirasakan
dalam pelaksanaan PKPS BBM bidang infrastruktur pedesaan adalah

hambatan yang berhubungan dengan sumberdaya manusia, khususnya dalam
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pembuatan administrasi. Meskipun fasilitator telah membantu penyusunan
laporan dan penyelesaian administrasi, akan tetapi keterlambatan karena
persoalan ini juga masih terjadi. Dengan demikian sumberdaya dapat
menghambat implementasi pelaksanaan program.

Permasalahan tentang kualitas sumberdaya manusia juga dirasakan

pada Tim Pembina Kecamatan Ngaw1 bafwa sumberdaya manusian dan

. 2
siaadalah tg adamya anggran yang
inag danﬁgembaan UKS

Bahwa di Ngawi yang me@i unsur SKB empat Menteri

mempunyai dua Puskesmas "yaitt™Puskésmas Ngawi dan Puskesmas Ngawi
Purba yang masing-masing Puskesmas mempunyai Kepala Puskesmas dan
pengelola program UKS, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan
yang dipimpin Kepala UPTD serta Kantor Urusan Agama yang dipimpin oleh
Kepala KUA. Dari ke empat unsur tersebut mempunyai tanggung jawab
dalam pembinaan dan pengembangan UKS yang ada di Wilayah Kecamatan
Ngawi Kabupaten Ngawi, sehingga di Kecamatan Ngawi telah dibentuk Tim

Pembina UKS Kecamatan Ngawi.
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B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang permasalahan dapat dirumuskan
pertanyaan penelitian sebagai berikut :
“ Mengapa SKB Empat Menteri Dalam Pembinaan dan Pengembangan UKS

di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tidak bisa di implementasikan

sesuai dengan tug ebagal tim Pembina U
menghambat_proses i @%mp t " Menteri dalam pembinaan

gtan N%abup en Ngawi” ?
>

? Faktor-faktor apa yang

Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

C. MANFAAT PENELITIAN
Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Bahan masukan bagi Tim Pembina UKS Kecamatan Ngawi Kabupaten
Ngawi agar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan
Bersama 4 Menteri dalam Pembinaan dan Pengembangan UKS

2. Informasi akademik dalam melakukan pengkajian mengenai Usaha

Kesehatan Sekolah (UKS)
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BAB I1

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan.

merupakan alat, administrasi htik berbagai aktor, organisasi,

prosed i erja bersa%sama
kebijakan gug‘ : ak ata\hgmn
; i | i meru@n fena

ntuk menjalankan

ang di inginkan.

ena yang kompleks

membatasi Implement ¥ Kebifakan" diartikan sebagai “ Those action by
public an private individual (or groups ) that are directed at the
achiefment of objectives set fort in priort policy decisions (tindakan yang
dilakukan oleh pemerintah) maupun swasta baik secara individu maupun
kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang
dirumuskan dalam kebijakan ) *“. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-
usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan
operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka

melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan

kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu
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ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan
dimulai sebelum tujuan-tujuan  dan saran-saran ditetapkan atau
diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian,
tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan

dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

dikgtip®dalam Wahab (2002:59)

dengan fte g fwa “ %xecut )n of policies is as

e
policygking.
i
dreamsy ints file ja nless thbyﬁplem ted” ( pelaksanaan

Policies will remain

tersimpan bagus dalam sip Rafou tidak diimplementasikan)

Daniel A.Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) sebagaimana
dikutip dalam Wahab (2002 : 65) menjelaskan makna Implementasi ini
dengan mengatakan bahwa : Memahami apa yang senyatanya terjadi
sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan
fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yaitu kejadian-kejadian dan
kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman
kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat / dampak

nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.
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Setelah melakukan pembatasan mengenai apa yang dimaksud
dengan implementasi kebijakan langkah berikutnya yang dilakukan oleh

Van Meter dan Van Horn adalah memberi pembedaan apa yang dimaksud

dengan implementasi kebijakan, pencapaian kebijakan dan apa yang

maupun menjelaska hagil-hastl dar “kebijakan pemerintah, tetapi untuk
mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian program.
Perlu diperhatikan bahwa beberapa pelayanan dapat diberikan tanpa
mempunyai dampak substansial pada masalah yang diperkirakan
berhubungan  dengan  kebijakan.  Suatu  kebijakan  mungkin
diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak
substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau
keadaan-keadaan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program yang
berhasil mungkin merupakan kondisi yang diperlukan sekalipun tidak

cukup bagi pencapaian hasil akhir secara positip. (Winarno 2002 : 103)



17

Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi yang berhasil juga
merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk
melakukan apa yang akan diharapkan untuk dikerjakan. Kemampuan
untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mungkin dihambat oleh

faktor-faktor seperti staf yang terlatin dan terlalu banyak pekerjaan,

akan di elaborasi bebera eori Implementasi seperti dari

Edwads I11 (1980), Grindle (1980), Mazmanian dan Sabatier (1983), Van
Meter dan Van Horn (1975), Cheema dan Rondinelli (1983), David
Weimer dan Vining (1999).
b.1. Teori George C. Edwards 111 (1980 )
Dalam pandangan Edwards 111, Implementasi Kebijakan di pengaruhi
oleh empat variabel, yakni : (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya,
(3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi. Keempat variabel, tersebut

saling berhubungan satu sama lain.
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(1) Komunikasi.
Keberhasilan  implementasi  kebijakan = mensyaratkan  agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada

kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi

distorsi i ntasi. Apabila tuj an sasaran suatu kebijakan

Komunikasi

A

Sumberdaya
\ Implementasi

Disposisi

v

Struktur
Birokrasi
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(2) Sumberdaya.
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan
konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya

untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.

ja.
(3)D posis%alah
ntor,

ang dimiliki oleh
an, sifat demokratis.
dapat menjalankan keBijakan” dengan baik seperti apa yang akan
diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki
sifat atau persepektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan,
maka proses Implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
(4) Struktur Birokrasi
Struktur Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi
kebijakan.
Salah satu aspek dari struktur yang penting dari setiap organisasi

adalah adanya prosedur-operasi-yang standar (Standard Operating
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prosedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap
implementor dalam setiap bertindak.

Struktur Organisasi yang terlalu panjang akan cenderung
melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada

diinginkan dari sebuah kebijakan.

(4) Apakah letak sebuah program sudah tepat.

(5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya
dengan rinci.

(6) Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang
memadai.

Sedangkan Variabel Lingkungan kebijakan mencakup :

(1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang
dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi

kebijakan.
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(2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
(3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
b.3.Teori Daniel A. Mazmanian dan paul A. Sabatier (1983)
Menurut Mazmanian dan paul A. Sabatier (1983), ada tiga kelompok

variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, Yakni :

(1975).

lima variabel yang

(2) Sumberdaya.

(3) Komunikasi antar Organisasi dan penguatan aktivitas
(4) Karakteristik agen pelaksana.
(5) Kondisi sosial ekonomi dan politik.
b.5.Teori C. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983).
Ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan
dampak suatu program, yakni :
(1) Kondisi lingkungan.

(2) Hubungan antar organisasi.
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(3) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program.
(4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.
b.6.Teori David L.Weimer dan aidan R.Vining (1999).
Dalam pandangan Weimert dan Vining (1999 : 396) ada tiga

kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan

(i) Logi \
QL gkungan [

Kebijakan tersebut dioperasikan akan
mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yang
dimaksud lingkungan ini mancakup lingkungan sosial, politik,
ekonomi hankam dan fisik atau geografis. Suatu kebijakan dapat
berhasil diimplementasikan disuatu daerah tertentu, tetapi ternyata
gagal diimplementasikan di daerah lain, karena kondisi lingkungan
yang berbeda.

Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan
dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan ketrampilan dari

para implementor kebijakan.
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c. Model — model Implementasi kebijaksanaan Negara.
c.1.Model yang dikembangkan oleh Brian W.Hogwood dan Lewis
A.Gunn (11978; 1986 ).

Model mereka ini kerapkali oleh para ahli disebut sebagai * the top

mengimplementasikan
plementation) maka

-syarat itu adalah

yang cukup memadai

3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.

4) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu
hubungan kausalitas yang handal

5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata
rantai penghubungnya.

6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.

7) Pemahaman mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

8) Tugas — tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.

9) Komunikasi dan koordinasi:yang sempurna.
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10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut
dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
c.2.Model yang dikembangkan oleh Van meter dan Van Horn (1975),

yang disebut sebagai A Model of the policy implementation process

(Model Proses Implementasi Kebijaksanaan).

abila perubahan yang dikehendaki
relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari
mereka yang mengoperasikan program dilapangan relatif tinggi.

Hal lain yang dikemukakan oleh kedua ahli diatas ialah
bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi
kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (independent
variabel) yang saling berkaitan. Variabel-variabel bebas itu ialah :

1) Ukuran dan tujuan kebijaksanaan.
2) Sumber-sumber kebijaksanaan.

3) Ciri-ciri atau sifat-badan / instansi pelaksana.
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4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan
pelaksanaan.

5) Sikap para pelaksana; dan

6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

c.3.Model yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Paul A. Sabatier,

1) Mudah tidaknya'masaldh yang akan digarap dikendalikan
2) Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan
secara tepat proses implementasinya; dan
3) Pengaruh  langsung pelbagai variabel politik terhadap
keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam
keputusan kebijaksanaan tersebut.
Dari teori atau model implementasi tersebut diatas yang menjadi
fokus analisisnya adalah pencapaian tujuan-tujuan formal kebijakan yang

telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan

yang dalam operasionalnya adalah program, dalam prosenya terdapat tiga
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unsur pendukung dan mutlak. Unsur pendukung ini diantaranya adalah
program yang dilaksanakan yaitu Trias UKS, adanya target group yaitu
pembinan dan pengembangan UKS pada tim Pembina UKS Kecamatan
Ngawi dalam koordinasi dilaksanakan secara terpadu, tearah,intensif,

berkesinambungan serta unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi

pengawasa

3 : B erhgvlent i dalam Pembinaan
dan Peng mban%UKS i Kecamatan @/i. Adapun beberapa faktor

Meter dan Van Horn 1 )

Komunikasi di dalam dan antar organisasi-organisasi merupakan
suatu proses yang komplek dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan
pada suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya,
para komunikator dapat menyimpannya atau menyebarluaskannya, baik
secara sengaja maupun tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-
sumber informasi yang berbeda memberikan interprestasi-interprestasi
yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan
atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interprestasi yang

tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan atau
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jika sumber-sumber yang sama memberikan interprestasi-interprestasi
yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapai kesulitan yang
lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan. Oleh
karena itu, menurut Van Meter dan Van Horn, prospek-prospek tentang

implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan

mengkom ; juan-tujuan  tersebut.

gram, implementasi

anisasisDalam bgakp
kﬁga Jan ngnam

asi dan@jasam antar instansi bagi

sebua dengan instansi lain.

adalah bahwa kounl asi dntar ti gkat hierarki seringkali tidak efektif.
Alasan ketidak efektifan seperti itu berasal dari adanya perbedaan
dalam filter konseptual yang dimiliki oleh para anggota organisasi pada
tingkat hierarki yang berlainan itu. Jadi apabila bawahan berkomunikasi
dengan seorang atasan (atau sebaliknya), kedua orang tersebut akan
menggunakan filter konseptual yang berbeda, persepsi yang berlainan
dan konsekuensinya akan menafsirkan informasi berbeda sekali (Baca
Redding, 1972), Walaupun keserasian perseptual telah merupakan
asumsi bersama bagi komunikasi yang efektif dan persepektif

psikologis,  beberapa - ~ahli - (misalnya, Sussman,1975) telah
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mempermasalahkan asumsi ini sekalipun dalam persepektif psikologis
juga (Trimo, 1986:222).
Walaupun sebagian besar komunikasi berangkat bersifat

mekanistis, sebagian peneliti organisasi dalam komunikasi telah

eritama dalam pengertian fungsi

penjaga gerbar n@ﬂ% setting™arganisasi telah mencoba
ang, sifat %naan

idividu. individl yanggrfun'
gerbang alanka iha déug car;

bengolahan informasi

sebagai penjaga
memperbolehkan

tersebut. Seringkali

umpan balik negatif) : di tingkat atas hierarki. Komunikasi
antar tingkat hierarki organisasi memag sulit dan hal ini dapat
dimengerti karena adanya perbedaan sitem nilai, sikap, citra di antara
individu pada tingkat hierarki pada tingat yang berlainan. (1986:222)
Tidak ada kelompok yang dapat bertahan tanpa komunikasi,
pemindahan maksud antar anggota-anggotanya, informasi dan ide-ide
dapat disampaikan melalui pnyampaian arti dari satu orang kepada
orang lain, komunikasi bagaimanpun adalah sekedar lebih dari

penyampaian arti, komunikasi harus dapat dipahami.(Robbins,

2002 : 145)
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Dengan demikian koordinasi maupun pemahaman antara instansi
terkait sangatlah penting untuk dilakukan guna merencanakan program
dimana selama ini dari Tim Pembina UKS yang telah terbentuk,

komunikasi antar organisasi belum dilakukan oleh unsur yang terlibat

dalam SKB g Vlenteri yang ada™di Kecamatan Ngawi antara

Camat, A Kecamatan Ngawi

tersebut dapat beju bdaya manusia, yakni kompetensi
implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor
penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya,
kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.
(Subarsono, 2005:91)

Pengembangan SDM merupakan cara organisasi agar dapat
mempertahankan eksistensi kerja semua komponen organisasi. Sebuah
organisasi harus mampu mengoptimalkan kemampuan sumber daya

manusia yang dimilikinya agar pencapaian sasaran dapat terlaksana,

namun hal tersebut tidaklah sederhana perlu pemahaman yang baik
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tentang organisasi, perlu ada strategi pengembangan yang matang agar

SDM yang dimiliki sebuah organisasi terpakai sesuai kebutuhan.
Sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi

kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-

ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang

asikan  kebijakan  kurang

mempunyai*sy aimpekerjaan secara efektif,

b. Informasi
Informasi ini harus relevan dan memadai tentang bagaimana cara
mengimplementasikan suatu kebijakan.

c. Wewenang
Hal lain yang harus ada dalam sumber daya adalah kewenangan
untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang

diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.
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d. Fasilitas
Selanjutnya adalah fasilitas atau sarana yang digunakan untuk
mengoperasionalisasikan  implementasi suatu kebijakan yang

meliputi : dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi

bagi implementasi

ganisasi pelayanan

n%_uatu C
on hgia.

meliputi aspek: itas da uaIita@, sedangkan non manusia

mberdaya manusia

berkenaan, deng : ansfasilitas yang dimiliki, informasi
dan hubunganilua mini digupakan dalam organisasi dalam
rangka kegiatannya tu en apai tujuan. Sumberdaya ini harus
direncanakan, diadakan, digunakan / dimanfaatkan, dan dikendalikan
secara profesional agar ekonomis, efisien dan efektif dalam pelaksanaan
pekerjaan. Diharapkan penggunaan dapat memberikan manfaat sebesar
mungkin bagi organisasi.

Masalah yang dihadapi dalam kenyataan sangat rumit. Dalam
kaitannya dengan sumberdaya manusia, misalnya disamping sistim
rekrutmen dan penempatan yang sangat memprihatinkan, para manajer

jarang melakukan penataan kegiatan kelompok secara logis untuk

dikaitkan dengan kegiatan . dari-kelompok yang lain, mengatur
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hubungan kerja antar individu, termasuk kewenangan dan keleluasaan
bagi bawahannya, menilai secara cermat, standart dan prosedur kerja.
Dalam hal sumberdaya non manusia seperti dana, fasilitas dan

sarana yang dimiliki, terdapat masalah yang cukup memprihatinkan.

dimupgkink as sumberd anusie
Z @

kurang : a pembinaan d@penge bangan UKS yang

UKS dalam melks akan ogr-programnya, namun hal tersebut
belum bisa dilakukan, demikian juga dari sumberdaya finansial dari
segi kuantitas dirasa juga tidak ada dana yang mendukung dalam
pelaksanaan kegiatan.

. Disposisi ( diadopsi dari George C. Edwards 111 1980 )

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh
implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila
implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh

pembuat kebijakan, Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif
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yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi
kebijakan juga menjadi tidak efektif. (Subarsono, 2005 : 92)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk
mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika

ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya

a lakukan dan mempunyai

eput, tetapi mereka juga

gngan  kesediaan dari
publik  tersebut.
Kecakapan saja tidak ' | pi fanpa kesedianan dan komitmen untuk
melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara
apa yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan. Sikap seseorang
terhadap pekerjaanya mencerminkan pengalaman yang menyenagkan
dan tidak menyenagkan harapan-harapannya terhadap pengalaman masa
depan (Wexley dan yuki, 2003 :129). Sikap adalah cara sesorang
memandang sesuatu secara mental. (Atmosoeprapto, 2002 : 11).
Temuan penelitian Havard School Business menyebutkan bahwa 85%
faktor penentu keberhasilan adalah sikap. (Atmosoeprapto, 2002 : 11).

Dengan demikian dapat . dikatakan keberhasilan kegiatan dan
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implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan
dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.
(Mahmudi, 2008)

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-

hambatan yapg*nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel

oleh D.LWeimer O i B Vining (1999 : 398), setelah
mempelajari berbagai literatur tentang implementasi. Menurut mereka
ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan, yaitu
(1) logika yang digunakan oleh suatu kebijakan atau seberapa jauh
hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan
atau sasaran yang telah ditetapkan, (2) hakekat kerjasama yang
dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerja sama
telah  merupakan suatu assembling yang produktif  dan

(3) ketersediannya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan,

komitmen untuk mengelola pelaksanaannya. (Keban, 2004 : 74).
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Watak dan karakteristik atau sikap pelaksana dari Tim Pembina

UKS Kecamatan Ngawi yaitu antara Camat, Kepala UPT Dinas

Pendidikan, Kepala KUA dan Kepala Puskesmas serta unsur terkait

yang ada di Kecamatan Ngawi dirasa tidak adanya komitmen dalam

melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS yang merupakan

2

©)

Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoris.
Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap
karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial
tertentu perlu ada modifikasi.

Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut
sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program
sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk
melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis serta

memonitor program yang semuan yaitu perlu biaya.
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(4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai
institusi  pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan
kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antar instansi yang
terlibat dalam implementasi program.

(5) Kejelasan dan konsistensi yang ada pada badan pelaksana.

(6) Ti . : ) thjuan kebijakan, kasus korupsi

(7) ] S ke ar untuk berpartisipasi

bat akan relatif mendapat
dukungan yang tidak  melibatkan
masyarakat.masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi
apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di
Wilayahnya. (Subarsono, 2005 : 97)

Di rasa kegagalan program pembinaan dan pengembangan
UKS yang ada di Kecamatan Ngawi tidak dapat melaksanakan
koordinasi dan kerjasama secara terpadu sesuai dengan tugasnya
disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antar

instansi yang terlibat dalam implementasi program. Selama ini

bahwa tim Pembina UKS yang ada di Kabupaten Ngawi dirasa
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tidak pernah melakukan pembinaan pada tim Pembina UKS tingkat
Kecamatan, sedangkan tim Pembina UKS tingkat Kecamatan
Ngawi yang telah terbentuk sesuai dengan surat keputusan dari

Camat Ngawi juga tidak pernah melakukan laporan kegiatan.

2. Pengertian dalam  Pembinaan dan

Pengembanga

an. dalam %putu an Bersama Menteri

S hatamnterl A

Membina dan mengembangkan program UKS melalui jalur
kurikuler (kurikuler dan ekstrakurikuler), termasuk di dalamnya:
1. Merumuskan kebijakan teknis pengembangan kurikulum dan
saran pendidikan kesehatan
2. Mengembangkan metodologi pendidikan kesehatan.
3. Mengembangkan model pembelajaran pendidikan kesehatan
4. Mengembangkan life skills education
5. Bersama Depag, Depkes, dan Depdagri merumuskan kebijakan

teknis pembinaan dan pengembangan UKS di sekolah
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6. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan
UKS di sekolah

7. Mengamankan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan
UKS di sekolah

8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

UKS melalui jalur

Mer@an nan standar teknis,
norm%om
iapan “eva

bingan teknis serta

layanan kesehatan di

2. Menetapkan ayanan kesehatan di sekolah dan
perguruan agama serta memberikan pelayanan kesehatan dengan
menetapkan standard pelaksanaan UKS di bidang pelayanan
kesehatan dan pembinaan ingkungan sekolah sehat yang
meliputi strata miniminal, standard, optimal dan paripurna.

3. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan
UKS di sekolah dan perguruan agama melalui kerja sama
dengan sektor terkait dalam TP UKS.

4. Mengamankan kebijaksanaan teknis pelayanan kesehatan di

sekolah dan perguruan agama.
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5. Melaksanakan pembinaan Manajemen Sekolah Sehat di sekolah
dan perguruan agama.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi khususnya di bidag

kesehatan dan pembinaan lungkungan sekolah sehat.

7. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.

b.3.

UKS di pergurua

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi khususnya di bidang
kesehatan dan pembinaan lungkungan sekolah sehat.

5. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.

6. Menetapkan standard pelaksanaan UKS di bidang pendidikan

kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat yang

meliputi strata miniminal, standard, optimal dan paripurna.
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b.4. Departemen Dalam Negeri
1. Merumuskan, melaksanakan dan mengamankan kebijakan teknis

pembinaan dan pengembangan UKS bersama Depdiknas,

Depkes dan Depag.

Mer skan p rat&n
iknas, Depkes

satuan pendidikan luar Se dilaksanakan melalui tiga program
pokok yang meliputi :
a) Pendidikan Kesehatan Sekolah
b) Pelayanan Kesehatan
c) Pembinaan Lingkungan Kehidupan Sekolah yang Sehat
a).1.Pendidikan Kesehatan.
1).Tujuan Pendidikan Kesehatan.
Tujuan Pendidikan kesehatan ialah agar peserta didik :
(1) Memiliki pengetahuan tentang ilmu kesehatan termasuk

cara hidup sehat dan teratur.
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(2) Memiliki nilai dan sikap yang positip terhadap prinsip
hidup sehat.
(3) Memiliki ketrampilan dalam melaksanakan hal yang

berkaitan pemeliharaan pertolongan, dan perawatan

kesehatan.

sehari-hari.

(8) Memiliki daya tangkal terhadap pengaruh buruk diluar
(narkoba, arus informasi dan gaya hidup yang tidak sehat).

(9) Memiliki tingkat kesegaran jasmani yang memadai dan
derajat kesehatan yang optimal serta mempunyai daya tahan
tubuh yang baik terhadap penyakit.

b).1.Pelayanan Kesehatan.
Pelayanan Kesehatan adalah upaya peningkatan (promotif),

pencegahan (Preventif), pengobatan (kuratif), dan pemulihan
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(rehabilitatify yang dilakukan terhadap peserta didik dan
lingkunganya.
1).Tujuan pelayanan Kesehatan ialah :

(1) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan melakukan

tindakan hidup sehat dalam rangka membentuk perilaku

c).1.Pembinaan LingkU
Program Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat menacakup
hal — hal sebagai berikut :
1).Program Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat.
(1) Lingkungan Fisik Sekolah meliputi :
(a).Penyediaan air bersih.
(b).Pemeliharaan penampungan air bersih.
(c).Pengadaan dan pemeliharaan tempat pembuangan sampah
(d).Pengadaan dan pemeliharaan air limbah.

(e).Pemeliharaan WC / Jamban / Urinoir.
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(f).Pemeliharaan kamar mandi

(9).Pemeliharaan kebersihan dan kerapian ruang kelas, ruang
perpustakaan, ruang laboratorium dan ruang ibadah.

(h).Pemeliharaan kebersihan dan keindahan halaman dan

kebun sekolah ( termasuk penghijauan sekolah )

ketahanan sekolah

Kenyamanan,  Ketertiban,

suasana dan hubungan kekeluargaan yang akrab dan erat
antara sesama warga sekolah. Selain  peningkatan
pelaksanaan konsep 7 K Program pembinaan dilakukan
dalam bentuk kegiatan antara lain :

(a).Konseling Kesehatan

. (b).Bakti sosial masyarakat sekolah terhadap lingkungan
(c).Perkemahan

(d).Penjelajahan / hiking/ darmawisata

(e).Teater, musik, olahraga
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(f).Kepramukaan, PMR, Dokter kecil dan kader kesehatan
remaja.
(9).karnaval, bazar, lomba

d. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

upaya pembinaan dan
pengembangan UKS ‘Secara terpadu dan terkoordinasi perlu disusun
Organisasi Usaha Kesehatan Sekolah secara berjenjang sebagai
berikut :

a) Tim pembina UKS Pusat dibentuk di tingkat Pusat ditetapkan oleh
Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri agama,
dan Menteri Dalam Negeri ( SKB empat Menteri ).

b) Tim pembina UKS Propinsi, dibentuk di tingkat propinsi
ditetapkan oleh Gubernur.

c) Tim pembina UKS Kabupaten / Kota, dibentuk ditingkat

Kabupaten / Kota, ditetapkan oleh Bupati Walikota.
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d) Tim Pembina UKS Kecamatan, dibentuk di tingkat Kecamatan
ditetapkan oleh Camat.

f. Tujuan Pembinaan dan Pengembangan UKS

Tujuan pembinaan dan pengembangan UKS adalah agar pengelolaan

dan lintas sektoral untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan
selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat dan bersih bagi peserta
didik, warga sekolah maupun lingkungan sekitar.(TP UKS Jatim.
2009 :24)

i. Tujuan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah Untuk meningkatkan
mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan
meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan derajad kesehtan
peserta didik maupun warga belajar serta menciptakan lingkungan yang

sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang
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harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia
seutuhnya. (Depdiknas 2008)

J. Di Kanada, pendekatan promosi kesehatan yang komprehensif dalam
peraturan sekolah (juga disebut sebagai Sekolah Sehat, Kesehatan

Sekolah komprehensif, atau Promosi Kesehatan sekolah) telah

3) Mempromosikan ','.‘ 8 an dan dukungan untuk konsep dan

manfaat inisiatif kesehatan sekolah yang komprehensif.
Bersama Konsorsium Kesehatan Sekolah ini  berfokus pada
pengembangan pengetahuan, kepemimpinan dan pengembangan
kapasitas untuk mendukung kemajuan pendekatan kesehatan sekolah
yang komprehensif ( Laforét, 2010 )
k. Kebijakan publik dapat memberlakukan komunikasi kesehatan.

Upaya untuk melihat berlakunya komunikasi, dan kebijakan

kesehatan dimana-mana dilakukan lebih sulit dalam istilah ini. Untuk

memperjelas kesalahan ‘konsep, LeGreco dan Canary menggunakan
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teori strukturisasi untuk fokus pada penggunaan aturan dan sumber
daya, seperti kebijakan, untuk memberlakukan perubahan dalam system
kegiatan , seperti sekolah berbasis inisiatif kesehatan.

Posisi  Kebijakan komunikasi, bahwa pada teori strukturasi

disampaikan cara yang berguna untuk mengetahui bagaimana individu

dan lembaga bisa

osifil N
kebijakan sepa gatura g
bahwe me%elara q

enggunakan kebijaka

wit

ntuk rutinitas lembaga baru.

jikan kKeémungkinan mendefinisikan

an sumt%. Dalam aturan Kebijakan
>

embuat tin%an, tetapi dalam kebijakan

ebagai sarana untuk

eriksaan kesehatan

. Implikasi untuk kesehatan sekolah

Coordinated School Health Program (CSHP ) sebagai bagian dari
suatu kerangka Kkerja, yang memainkan peran penting dalam
pengembangan kebijakan dan implementasi kebijakan untuk
mempromosikan perilaku sehat siswa. Keberhasilan kurikulum
pendidikan kesehatan juga tergantung pada keberhasilan pelaksanaan
kebijakan sekolah dan pendekatan terkoordinasi, komprehensif untuk
kesehatan sekolah seperti yang ditemukan dengan intervensi

pendekatan terkoordinasi; ~komprehensif untuk kesehatan sekolah.
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Model tersebut, yang mencoba untuk mengatasi 3 faktor risiko
terkemuka untuk penyakit kronis secara bersamaan (Aktivitas fisik,
gizi, dan penggunaan tembakau), dengan menggunakan beberapa

strategi yang unik yaitu :

1. Membayar seorang koordinator kesehatan sekolah untuk memimpin

‘terkoordinasi, komprehensif untuk
kesehatan sekolah. Sebuah koordinator kesehatan sekolah (School
Health Coordinators / SHC) yang berdedikasi, guru atau administrator
sekolah dengan waktu untuk kesehatan sekolah yang baik dapat
memainkan peran seorang SHC. Orang ini bisa memimpin sebuah tim
kesehatan sekolah untuk bekerja dalam kebijakan  sekolah dan
lingkungan terkait dengan fisik yang membaik kegiatan dan gizi. Studi
ini menunjukkan penting bahwa pesan yang diajarkan dalam kesehatan
dan pendidikan jasmani yang diperkuat melalui kebijakan sekolah

(Misalnya, kafetaria titik. pembelian petunjuknya) dan lingkungan
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(Misalnya, poster, karya seni, pemasaran)  sebagaimana telah
disarankan SHC atau kesehatan sekolah yang baik dapat melibatkan
siswa dalam mengubah kebijakan sekolah dan lingkungan (Misalnya,
melalui keterlibatan mereka di komite kesehatan sekolah dan

keterlibatan guru untuk memberikan kesempatan siswa  dalam

yang ada serta

didik guru tentang

dalam Pembinaan dan

Pengembangan UKS di | bertujuan agar pengelolaan UKS
dilaksanakan secara terpadu, tearah, intensif, berkesinambungan sehingga
diperoleh hasil yang optimal. Kebijakan tersebut dalam pelaksanaanya belum
dapat dilakukan secara optimal dalam meningkatkan kemampuan hidup sehat
dan derajat kesehatan peserta didik yang dilakukan untuk menanamkan
prinsip- prinsip hidup sehat sedini mungkin dalam melaksanakan Pendidikan
Kesehatan, menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dan menciptakan
Lingkungan Kehidupan Sekolah yang Sehat (Trias UKS).

Adapun Tolok Ukur dan indikator dalam melaksanakan Trias UKS

tersebut adalah dapat dilihat padatabel 2.1
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Tabel 2.1
Tolok ukur dan indikator dalam melaksanakan Trias UKS
NO KEGI TOLOK UKUR INDIKATOR
ATAN
1 Pendidi | Pengetahuan Peserta didik memiliki pengetahuan
kan tentang ilmu
kesehat | kesehatan
an
Sikap / Perilaku didik menghayati serta
akam,pola hidup sehat :
obat berbahaya dan
gan,  menjauhi
inalitas.
2 Pelayan erawat diri sendiri
an ' ain.
keseha
tan
t badan bertambah dengan
berkembang ‘Seez
normal dan serasi
Peserta didik bebas | Semua murid di kelas 1 di Sekolah Dasar
dari penyakit. mendapat imunisasi difteri dan tetanus dan
kelas VI mendapat imunisasi tetenus
toxoid
3 Pembi | Lingkungan Angka absensi karena sakit menurun
naan kehidupan  Sehat | Angka kunjungan murid ke Puskesmas
Lingku | (fisik, sesuai dengan jumlah rujukan.
ngan mental,sosial) Sarana / prasarana yang memnuhi
Kehidu | menunjang proses | ketentuan / syaratpembakuan meliputi :
pan belajar  mengajar | e Gedung dan ruangan (ruang belajar,
Sekolah | berdasarkan konsep | ruang UKS, laboratorium,ruang
yang wiyatamandala dan | ibadah,dll), ventilasi,cahaya, suara.
Sehat | konsep ketahanan | e Perabot / alat peraga / praktek

sekolah.

e Halaman kebun sekolah pagar.
e WC / Kamar mandi
¢ Kantin,/ Warung sekolah

Sumber ;: Pedoman dan Pembinaan UKS 2007
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Beberapa variabel yang digunakan berkaitan terhadap implementasi
SKB empat Menteri dalam Pembinaan dan Pengembangan UKS
di Kecamatan Ngawi adalah Komunikasi antar organisasi dan penguatan
aktivitas, Sumberdaya, Disposisi, Karakteristik kebijakan

Adapun faktor-faktor yang penulis gunakan dalam penelitian ini

diantaranya yaitu :

%'4' L.
orggaﬂ-o 3
Dbg mengruskan pesan-pesan

dalam suatu or i atau dari suatu o@isasi G

antar
t.

informasi yang berbeda Membefikan interprestasi-interprestasi yang tidak
konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan atau jika
sumber-sumber yang sama memberikan interprestasi-interprestasi yang
bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar
untuk maksud- maksud kebijakan. (Winarno 2002;113)

Dalam pembinaan dan pengembangan UKS yang telah dibentuk
Tim pembina UKS dari tingkat Pusat sampai ketingkat Kecamatan
tentunya banyak program yang seharusnya disampaikan namun Kkarena
kurangnya komunikasi dan koordinasi antar instansi yang ada dalam Unsur

SKB empat Menteri yang-ada di-Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
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penyampaian program UKS akan terhambat, dengan demikian faktor
komunikasi sangatlah penting karena program-program UKS dari tingkat
Pusat harus disampaikan secara jelas berjenjang sampai ke tingkat
Kecamatan, dan berdasarkan pengamatan selama ini dari unsur SKB empat

Menteri dalam pembinaan dan pengembangan sesuai dengan pengamatan

an kcgama antar instansi bagi

k
linasi @ah suatu usaha kerja sama

organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau
tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau
satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu
konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi.

Komunikasi memang memainkan peran penting bagi
berlangsungnya koordinasi dan implementasi pada umumnya, namun
komunikasi yang benar-benar sempurna sebetulnya merupakan kondisi
yang sulit untuk bisa diwujudkan. Walaupun sistem informasi manajemen

(management information. system)  mungkin dapat membantu dalam
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memadukan arus informasi yang diperlukan, informasi ini belum bisa
menjamin bahwa data, saran dan perintah-perintah yang dihasilkan benar-
benar dimengerti sebagai apa yang dikehendaki oleh pihak yang
mengirimnya. Koordinasi sudah barang tentu bukalah sekedar menyangkut

persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-

struktur adminis yang cocok, meldinkan persoalan yang lebih

mendasar, : M%ua an.
inki V3 Rensi.%ert
7 =

\ahab, 2002 : 77)

067), dibuat untuk

antar kelompok. Untuk mensukseskan tujuan organisasi maka seorang
manajer harus menggunakan tiga prinsip utama yaitu prinsip hubungan
yang bersifat supportif,penggunaan kelompok pengambilan keputusan, dan
penciptaan tujuan dengan kinerja yang tinggi. Meskipun demikian, asumsi
yang harus dipegang agar bentuk ini dapat berjalan adalah (1) tugas pokok
yang ditangani benar-benar membutuhkan interaksi yang intensif antar
anggota organisasi, juga tugas pokok yang bersifat berurutan yang dan
saling memberi atau membantu dalam pekerjaan, sehingga memaksa

organisasi yang bersangkutan untuk melakukan kerjasama dan koordinasi.
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(2) anggota organisasi harus memiliki kesediaan, kemampuan,
pengetahuan, dan ketrampilan dalam pengambilan keputusan, (3) harus
ada kemampuan merespon tuntutan organisasi secara bertanggung jawab,
dan harus ada kesesuaian antara tujuan individual anggota organisasi

dengan tujuan organisasi itu sendiri. Koordinasi dan kerjasama merupakan

ain orgnisasi. Hanya saja

pengambilan keputusan

stakeholders dari organi i ya ber angkutan. Karena itu pencapaian visi
adalah indikator yang sangat penting. Akan tetapi seringkali visi organisasi
dapat tercapai namun bukan secara sengaja atau sebagaimana
direncanakan. Karena itu perlu juga dinilai pengembangan misi organisasi
dan keterkaitannya dengan pencapaian visi. (Keban, 2004 : 140)
Implementasi SKB empat Menteri dalam Pembinaan dan
Pengembangan UKS di Kecamatan Ngawi diperlukan koordinasi dan
kerjasama antar instansi yang terlibat karena tugas pokok yang ditangani
benar-benar membutuhkan interaksi yang intensif antar anggota organisasi

untuk merencanakan dan.-membahas program UKS antara instansi dari
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UPT Dinas pendidikan, Kecamatan, Kantor Urusan Agama serta
Puskesmas Ngawi dan Puskesmas Ngawi Purba serta instansi lain yang

relevan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar tidak mengahambat

program UKS.

Penerapan Kom tens rda arkan Fungsi Sumber Daya Manusia
Setiap organsisi memiliki kompetensi yang berbeda, karena belum adanya
peryaratan standar untuk menempati suatu posisi, serta penentuan
pelatihan bagi sumber daya manusia belum sistematis maka aplikasi
kompetensi diprioritaskan berdasarkan fungsi sumber daya manusia di
organisasi.

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat
penting diantara faktor-faktor lainnya seperti mesin, modal, teknologi,
material, metode, informasi maupun pasar dalam mencapai tujuan-tujuan

organisasi. Oleh karena -itu - pengelolaan sumberdaya manusia harus
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dilaksanakan secara sungguh-sungguh agar setiap organisasi benar-benar
berhasil dalam mencapai tujuannya (Sudaryanti dkk, 2010)

Dalam pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah
implementasi dari SKB empat Menteri haruslah di dukung oleh

sumberdaya yang memadai. Program UKS akan mengalami hambatan

dalam mencapai®tujuan apabila tanpa“didukung oleh sumberdaya.

u@%m fikamtidak ada sumberdaya

pelaksananya, Q.ela naan sebut ha@ tinggal program semata,
' s
namun 4 ) inaap dan pegmba gan UKS dirancang

Bagaimanap

dengan'baik d ela telafntérsedia Kilau tanpa didukung
n sumberdaya non
menemui berbagai
. Disposisi. ( diadopsi ari dwards 111 1980 )

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh
Implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila
Implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang akan diinginkan oleh
pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau persepektif
yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses Implementasi
kebijakan juga menjadi tidak efektif. (Subarsono 2005 : 92)

Dengan pengertian tersebut bahwa implementor SKB empat

Menteri dalam pembinaan .~ dan -pengembangan UKS masing-masing
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instansi yang ada di Kecamatan Ngawi yang terlibat dalam berkomitmen
untuk melakukan koordinasi dan merencanakan program Pembinaan dan
Pengembangan UKS berdasrkan pengamatan masih dirasa kurang. Dari
unsur SKB empat Menteri dalam pembinan dan pengembangan UKS dari

masing masing instansi mempunyai tugas pada masing-masing instansi

sehingga dalam elakukan pembinaam™y,dan pengembangan UKS

azmanian dan Paul

Implementasi ak efek apiIa kejelasan dan konsistensi aturan
yang ada pada pelaksana mematuhi apa yang telah digariskan oleh
peraturan, oleh karena model ini disebut model Top Down.

Dengan pengertian tersebut seberapa besar adanya keterpautan dan
dukungan implementasi SKB empat Menteri dari Tim pembina UKS
tingkat Pusat sampai ke tingkat Kecamatan yang terdiri dari Unsur Menteri
Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Menteri Agama dan
Departemen Dalam Negeri akan dapat mengalami hambatan dalam
program UKS apabila tidak adanya kejelasan dalam melaksanakan aturan

yang tetuang dalam SKB empat Menteri pada Tim Pembina UKS Tingkat
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Pusat dengan Tim Pembina UKS Tingkat Propinsi dan Tim Pembina UKS
Tingkat Kabupaten sampai dengan Tim Pembina UKS Tingkat
Kecamatan. Demikian juga implementasi tersebut akan efektif apabila dari
Tim Pembina UKS tingkat Pusat sampai ke Tingkat Kecamatan akan
melaksanakan aturan yang telah ditetapkan bersama empat Menteri dalam

pembinaan dan peagembanga esuai dengan tugas pokok dan

Implementasi SKB e

Komunikasi antar
organisasi dan
penguatan aktivitas

Keberhasilan

Sumberdaya \
Implementasi SKB empat

Menteri Dalam Pembinaan

Disposisi Dan Pengembangan UKS

Karakteristik
Kebijakan
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BAB I11

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif

- kuah!g yang

kaka@wa data yang dikumpulkan

un mendukung penyajian data.

menggambarkan situasi se narnyé

Penelitian ini berusaha menggali untuk menemukan fakta-fakta dan
menyelami permasalahan yang dihadapi pada proses implementasi kebijakan
Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri dalam Negeri Republik
Indonesia, dalam pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah
di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, sehingga akan mengetahui kinerja
tim pembina UKS dalam melakukan koordinasi program kerja Tim pembina

UKS dalam pembinaan dan pengembangan UKS di Kecamatan Ngawi

Kabupaten Ngawi
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B. Lokasi penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
dengan mempertimbangkan bahwa di lokasi ini telah dibentuk Tim Pembina
UKS yang ditetapkan oleh Camat yang yang berdasarkan pengamatan bahwa

Tim Pembina UKS yang telah dibentuk sejak tahun 2008 sampai saat ini tidak

pernah melakukan ke@rdinasi dan kerjasama @

ar instansi yang terlibat dari

unsur SKB empa

mudah terj; o an’ rdapat glah

dibandingkan den 3 ang dkgabup en Ngawi.

koordinasi, disposisi, Wi e adap implementasi terhadap SKB
empat Menteri dalam Pembinaan dan Pengembangan UKS di Kecamatan
Ngawi Kabupaten Ngawi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
kualitatif dengan rancangan studi kasus yang bersifat diskriptif.

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) studi kasus merupakan pengujian
secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat
penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Surachmad (1982)
membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan
memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Sementara

Yin (1987) memberikan batasan yang lebih bersifat teknis dengan penekanan
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pada ciri-cirinya. Ary, Jacobs, dan Razavieh (1985) menjelasan bahwa dalam
studi kasus hendaknya peneliti berusaha menguji unit atau individu secara
mendalam. Para peneliti berusaha menemukan semua variabel yang penting.
Berdasarkan batasan tersebut dapat dipahami bahwa batasan studi
kasus meliputi: (1) sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa,

latar, dan dokumen; sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam

Ngawi dipelajari dari sut an ‘yang terkait dengan komunikasi,
koordinasi, disposisi dan sumberdaya.

Tim pembina UKS di Kecamatan Ngawi saat ini dirasa masih belum
melakukan koordinasi dan kerjasama antar unsur SKB empat Menteri dengan
sektor terkait untuk membahas program yang dilakukan serta evaluasi untuk
kegiatan program agar pembinaan dan pengembangan UKS dapat berjalan,
sebenarnya dari masing-masing unsur SKB empat Menteri mempunyai
program yang dilakukan dalam kegiatan UKS. Dari unsur tersebut
mempunyai sasaran yang sama tentang UKS sehingga sangat diperlukan

koordinasi antara instansi agar saling-mengisi kekurangannya. Keanggotaan
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yang tercantum didalam Tim pembina UKS sebagian besar sudah pindah dari
Wilayah Kecamatan Ngawi dan personal yang pindah tersebut termasuk
Camat selaku ketua Tim pembina UKS tingkat Kecamatan sering berganti-

ganti dan tidak menyampaikan tugasnya kepada personal yang baru. Personal

yang baru juga tidak mencari tahu tugas-tugas yang seharusnya dilakukan

bisa memahami tugasnya sebagai Tim Pembina UKS. Sumberdaya dalam
Tim Pembina UKS merupakan faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan

kegiatan program.

. Teknik Pengumpula data.
1. Wawancara
Wawancara dilakukan peneliti dengan menggunakan pedoman
wawancara terstruktur dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang

terstruktur atau pertanyaan-pertanyaan yang berurutan. Dalam wawancara
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terstruktur tersebut materi yang dikemukakan merupakan materi yang
lengkap, terencana dan dirancang dengan baik. Tahapan wawancara yang
dilakukan oleh peneliti meliputi :

a. menentukan siapa yang diwawancarai,

b. mempersiapkan wawancara,

c. pendahuluan,

a. wawe ‘ 3 pengalaman partisipan
b. wawancaka 3 eMmp3 partisipan  untuk

c. wawancara yang mendorong partisipan untuk merefleksi makna dari
pengalaman yang dimiliki (Winarsih, 2008).

Agar wawancara dapat berhasil dengan baik peneliti
(pewawancara) mengikuti aturan-aturan dan kesopanan sebagaimana yang
dianut oleh pihak yang diwawancarai, disamping itu pewawancara
meninggalkan kesan baik dalam pelaksanaan wawancaranya. Wawancara
dalam penelitian ini dilakukan untuk menggali data tentang pengaruh
komunikasi, koordinasi, disposisi dan sumberdaya terhadap implementasi
SKB empat Menteri dalam pembinaan dan Pengembangan UKS di

Kecamatan Ngawi Kabupaten »Ngawi. Informasi yang diperoleh dari hasil
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wawancara selanjutnya disusun secara bertahap oleh peneliti supaya hasil
wawancara lebih terarah dan terfokus, maka hasilnya dibatasi pada hal-hal
yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti menggunakan wawancara

mendalam (indepth interview) dengan cara mengadakan pertemuan

ber data dengan

a UKS Kecamatan

Observasi Iangsg atad pe gamatan langsung merupakan salah
satu teknik pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lapangan
sebagai partisipan. Dengan teknik observasi, peneliti dapat memilih
gambaran langsung dan mengetahui keadaan yang sesungguhnya terjadi di
lapangan. Teknik observasi langsung ini akan dilakukan dengan cara
formal dan informal , untuk mengamati berbagai pelaksanaan kegiatan dan
peristiwa yang terjadi dalam pembinaan dan pengembangan Usaha
Kesehatan Sekolah di Kecamatan Ngawi Kabupataen Ngawi, termasuk

dalam melakukan koordinasi antar unsur yang terlibat. Selain itu juga

mengamati faktor-faktor pengaruh-komunikasi, koordinasi, disposisi dan
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sumberdaya terhadap implementasi SKB empat Menteri dalam Pembinaan
dan Pengembangan UKS di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.
3. Mencatat Dokumen.
Teknik ini akan dilakukan untuk mengumpulkan data yang

bersumber dari dokumen dan asip yang terdapat di sekretariat tetap Tim

Pembina UKS Keca

Tek atau proses bagi

i : bentukgusus
pemusataniatau éﬁhan dala ‘ |t|an\ﬁ mengarah pada seleksi.

(2002 :55).

Dalam cuplikan yang bersifat internal, cuplikan diambil untuk
mewakili informasinya, dengan kelengkapan dan kedalaman yang tidak
sangat perlu ditentukan dengan sumber datanya, karena jumlah informan
yang kecil bisa saja menjelaskan informasi tertentu secara lebih lengkap dan
benar daripada jumlah informasi yang diperoleh dari jumlah nara sumber
yang lebih banyak, yang mungkin kurang mengetahui dan memahami
informasi yang sebenarnya.

Dalam penelitian cuplikan yang diambil lebih bersifat selektif. Peneliti

mendasarkan pada landasan kaitan teori yang digunakan keinginan pribadi,
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karakteristik empiris yang dihadapi. Cuplikan tidak digunaka dalam usaha
untuk melakukan generalisasi statistik atau sekedar mewakili populasinya
tetapi lebih cenderung informasinya. Karena pengambilan cuplikan

didasarkan atas berbagai pertimbangan tertentu, maka pengertiannya sejajar

dengan jenis cuplik i puposive  sampling. Dengan

it ang dianggap memilih

JCLIX

informasi d magal ya segard

(Goetz & Le Compte, 1984).d|a B utopo (2002 : 56)
Dalam rangka mendapatkan data, maka informan dari penelitian ini
adalah :

1. Camat Kecamatan Ngawi.

2. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Ngawi.

3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi.

4. Kepala Puskesmas Ngawi Kecamatan Ngawi

5. Kepala Puskesmas Ngawi Purba Kecamatan Ngawi

Sedangkan aspek- aspek yang diteliti menyangkut tentang

implementasi SKB empat Menteri dalam Pembinaan dan Pengembangan
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UKS dari faktor pengaruh komunikasi, koordinasi, disposisi dan sumberdaya

yang ada pada Tim Pembina UKS di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

Validitas Data

Data yang berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan

peneliti harus s ili a@%ka 3
dengan bera?%t
7 e

a yang harus sesuai

kan penelitiannya.

a cara yang dapat dipilih untuk
pengembanga validitas (kesahihan) data penelitian. Cara-cara tersebut antara
lain berupa teknik trianggulasi.

Trianggulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi
peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Dalam kaitannnya dengan
Patton (1984) dalam Sutopo (2002 : 78) menyatakan bahwa ada empat
macam teknik trianggulasi, yaitu (1) trianggulasi data (data triangulation),
(2) trianggulasi peneliti (investigator triangulation), (3) trianggulasi

metodologis (methodological triangulation).
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Trianggulasi ini merupakan teknik yang didasari pada pola pikir
fenomenologi yang bersifat multipersepektif. Artinya untuk menarik
kesimpulan yang mantap diperlukan tidak hanya satu cara pandang. Dari
beberapa pandang akan bisa dipertimbangkan beragam fenomena yang

muncul, dan selanjutnya bisa ditarik kesimpulan yang lebih mantap dan lebih

eneliti ik trianggilasi data menurut istilah

Patton ini juga dIQ_e 0 a ini‘mengarahkan peneliti
3 de jil mengg%an '

yang tersedia. Ar@ 3 a %ejeni

: sum@ata yang berbeda. Dengan

yang berbeda, baik kelom r yang sejenis maupun dari sumber yang
berbeda jenisnya.

Trianggulasi sumber yang memanfaatkan jenis sumber yang
berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. Disini perbedaannnya pada
sumber data, bukan pada teknik pengumpulan data atau yang lain. Peneliti
bisa memilih dari nara sumber yang berbeda-beda posisinya dengan teknik
wawancara mendalam, sehingga informasi dari narasumber yang satu bisa

dibandingkan dengan informasi dari narasumber lainnya. (Sutopo, 2002 : 79)
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G. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data
kualitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara khusus

yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam permasalahan

yang diteliti dengan

data. .

Menudrut Miles¥dan Huefman (2
terdapat tiga k6§men
hasil akhi nalisi%g terjadi

data, dan pe arikan%ﬂpul

1. Reduksi Data_ ¢ ‘
Merupakan pro e ks' yederhanaan dan abstraksi
data, serta penarikan kesimpula

2. Sajian Data
Merupakan rakitan informasi yang di deskripsikan dalam bentuk narasi
untuk mempermudah pemahaman dan disusun secara sitematis,
dilengkapi dengan gambar, skema, sehingga simpulan dapat dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan
Yaitu penarikan kesimpulan akhir yang dilakukan setelah semua proses
pengumpulan data selesai.Sebelum membuat kesimpulan akhir dari

hasil analisis yang disajikan, dengan terlebih dahulu memeriksa

keabsahan data sehingga kesimpulan yang diambil tidak membias secara
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subyektivitas dan dilakukan dengan bentuk deskriptif terhadap masalah
penelitian.

Ketiga komponen tersebut reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan sebagai proses yang saling terjalin pada waktu

sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang

sejajar, untuk membas

Ketiga komponen tersebut aktivi a berbe
F Wiy, e
pengumpulan da menge naka%

S

],

Reduksi P - Sajian
Data D g Data
Penarikan
simpulan /
Verifikasi

Sumber : Sutopo, (2002 : 96)
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.

1.Letak Geografis Kecamatan Ngawi

Ngawi adalah sebagai

- Sebelah utara ecamatan Pitu Kabupaten Bojonegoro.
- Sebelah Timur  : Kecamatan Padas
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kwadungan, Geneng
- Sebelah barat : Kecamatan Paron
Secara administratif Kecamatan Ngawi terbagi dalam 16 Desa /
Kelurahan, 85 Dusun, 169 Rukun warga (RW) dan 537
Rukun Tetangga (RT)
2. Keadaan Penduduk Kecamatan Ngawi
Penduduk Kecamatan Ngawi selurunya berjumlah 84.362 Jiwa

terdiri dari jenis kelamin. laki-laki . ~41.930 Jiwa dan jenis kelamin
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perempuan sejumlah 42.432 Jiwa. (sumber : Kecamatan Ngawi dalam
angka 2010).
Adapun keadaan penduduk menurut umur dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 4.1

Jumlah

4

6.327
6.756
7.726
7.880
5.902
6.363
6.660
7.044
6.377
5.402
4.325
3.507
3514
2.657
2.193
1.818

84.362

Sumber : Kecamatan Ngawi dalam angka 2010
Dari tabel diatas nampak bahwa dari jumlah penduduk kelompok
umur yang paling banyak yaitu kelompok umur anak usia sekolah yaitu
umur 5 tahun sampai umur 19 tahun. Dengan demikian kelompok usia
terbanyak yaitu pada anak usia sekolah, sehingga guna mencerdaskan
kehidupan bagsa perlu adanya pembinaan di sekolah yang ada di

Kecamatan Ngawi Kabupaten /Ngawi secara rutin oleh Tim pembina UKS
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yang ada di Kecamatan Ngawi. Sedangkan di lihat dari jumlah lembaga
pendidika yang ada di kecamatan Ngawi dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 4. 2

Jumlah lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Ngawi tahun 2010

No Lembaga Pendidikan Jumlah

44
51
11
13
120

menempuh pendidikan . dap dari jumlah lembaga Sekolah yang ada di
Kecamatan Ngawi tersebut adalah merupakan jumlah Sekolah yang paling

banyak diantara Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Ngawi.

B. Implementasi SKB empat Menteri dalam Pembinaan dan Pengembangan
UKS di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

Tim Pembina UKS Kecamatan Ngawi yang telah terbentuk bahwa

dalam Pembinaan dan Pengembangan UKS selama ini tidak pernah

melakukan pertemuan secara bersama-sama untuk membahas program

kegiatan yang perlu dilakukan‘agar pelaksanaan UKS yang ada diWilayah
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Kecamatan Ngawi dapat mencapai hasil yang maksimal, dimana dengan
adanya koordinasi dari Tim Pembina UKS yang didalamnya terdiri dari
beberapa instansi terkait akan mendapatkan masukan-masukan yang dapat
disesuaiakn oleh instansi masing-masing. Sehingga apabila ada

kekurangannnya dapat saling melengkapi.

binaan d%Peng mbangan UKS

c. Mela embﬁng UK
d. Pemantauan %valua p ' pangan UKS
e. Mengkoerdinasika di Wilayahnya sesuai

UKS pada Tim Pembina UKS Kabupaten / Kota

g. Melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina UKS Kecamatan

Dengan adannya tugas-tugas Tim Pembina UKS tersebut perlu
dilaksanakan secara bersama-sama sehingga akan dapat membantu
program-program UKS yang ada dari masing-masing instansi yang
berkaitan dengan kegiatan UKS, dimana dari masing-masing instansi yang
selama ini dalam melaksanakan kegiatan UKS masih berjalan
sendiri-sendiri sesuai dengan kegiatan dari instansinya masing-masing

dengan belum maksimalnya koordinasi-antar instansi.
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Dari unsur SKB empat Menteri maupun dari instansi terakait yang
saat ini belum dapat melaksanakan sesuai tugasnya karena selama ini
merasa bahwa kegiatan UKS sudah dilaksanakan tanpa memandang bahwa
sebenarnya hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab yang harus

dilaksanakan secara bersama sehingga dari instansi yang telah

melaksanakan erasa bahwa Kegiatan UKS sudah dilaksanakan

sesuai deng

2008 dengan melibat KB empat Menteri yang ada di
Kecamatan Ngawi antara lain dari unsur Camat, Kepala UPT Dinas
Pendidikan, Kantor Urusan Agama (KUA), Puskesmas dan sektor lain
yang relevan, sehingga dalam upaya mengatasi permasalahan kesehatan
telah dibentuk juga sekretariat tetap (Sektap) Tim Pembina Usaha
Kesehatan Sekolah di Kecamatan Ngawi ditetapkan berdasarakan
Keputusan Camat Ngawi Nomor : 441/680.A / 404.312 / 2008.

Dari Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Sekretariat tetap

yang telah terbentuk tersebut dalam pelaksanaannya adalah tidak dapat

berjalan sesuai  dengan..apa 'yang seharusnya dilakukan dalam
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melaksanakan tugas sebagai Tim Pembina UKS yang ada di Tingkat
Kecamatan yang sesuai dengan Keputusan bersama empat Menteri dalam
pembinaan dan pengembangan UKS

Adapun dalam pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan

Sekolah di Sekolah dilaksanakan melalui Trias UKS yang meliputi :

amatan yang telah

melakukan koordinasi

tersebut, namun bila adsesu ya perlu dalaksanakan dalam kondisi
yang mendesak, maka koordinasi dilakukan secara insidentil saja dan
itupun tidak melibatkan dari semua unsur yang ada sehinggga hanya pada
unsur tertentu saja

Hal tersebut telah dialami pada tahun 2010 bahwa telah dilakukan
lomba UKS tingkat Propinsi Jawa Timur dimana yang mewakili adalah
salah satu SD di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, Kepala Sekolah
sebagai pelaksana UKS telah mempersiapkan semua sarana dan prasarana
dalam melakukan lomba tersebut dan mempunyai disposisi atau watak

dan karakteristik yang cukup baik meskipun harus mengeluarkan banyak
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dana yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Namun dari Tim Pembina
UKS yang ada di Kecamatan Ngawi yang telah terbentuk tidak pernah
melakukan koordinasi atau pembinaan pada pelaksana UKS secara
terpadu, yang membina hanya unsur tertentu saja.

Perlu diketahui bahwa lomba UKS adalah merupakan suatu

Program tahunansyang dilaksanakan secara

utin oleh Propinsi Jawa Timur

ang peganaa a dialakukan pada

srsebbtidilakukafl dari sekolah sudah

abupaten, bahwa penilaian diperoleh
30% dari kegiatan yang dilakukan dari Tim Pembina UKS Kecamatan
dan Tim Pembina UKS Kabupaten, sedangkan 70 % dilakukan di
Pelaksana UKS dalam hal ini di Sekolah yang mewakili lomba.

Pada kenyataannya bahwa kegiatan yang ada pada Tim Pembina
UKS Kabupaten maupun Tim Pembina UKS Kecamatan tidak mendukung
karena kegiatan yang ada di Tim Pembina UKS tidak berjalan dan
koordinasi pelaksanaan program yang seharusnya dalakukan antara SKB
empat Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UKS

maupun merencanakan suatu-program.secara terpadu, karena hal tersebut
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tidak pernah dilakukan maka hasil penilaian sangat mempengaruhi pada
Sekolah SD yang telah mewakili lomba tersebut karena nilai tidak bisa
maksimal dengan kegiatan Tim Pembina UKS Tingkat Kabupaten dan
Kecamatan Ngawi yang tidak aktif. Sehingga Kepala Sekolah marah-
marah dan kecewa karena sudah mempersiapkan sebaik mungkin dengan

harapan akan menjadigjuare , tapi a Tim Pembina UKS nya tidak

i kebijakan dan

pembinaan dan

Sesuai dengan penjelasan dari pengelola program UKS dari
Puskesmas Ngawi bahwa :

“ Tim pembina UKS yang ada di Kecamatan Ngawi yang telah terbentuk
sejak tahun 2008 sampai sekarang masih belum dilakukan pembaharuan
dan tidak pernah melakukan koordinasi untuk duduk bersama tim
pembina UKS vyang telah terbentuk dalam merencanakan program,
ataupun membahas permasalahan-permasalahan yang ditemui dilapangan
oleh masing masing-unsur dalam menjalankan kegiatan program UKS
sehingga tidak ada masukan ataupun evaluasi dalam melaksanan
pembinaan dan pengembangan UKS, hal ini terjadi karena masing
masing instansi belum mempunyai kesadaran rasa memiliki bahwa
Pembinaan dan pengembagan UKS itu merupakan tanggung jawab
bersama dan dari masing-masing instansi”
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Hal tersebut juga sependapat oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan

bahwa :

“Tidak pernah melakukan koordinasi juga disampaikan bahwa personalia
yang menjadi anggota tim pembina UKS tersebut sudah banyak yang
ganti atau pindah sehingga yang menggantikan juga tidak pernah mencari
tahu tentang keberadaan Tim pembina UKS yang ada di Kecamatan
Ngawi tersebut.”

faktor penting untuk fmple enta kebijakan agar efektif. Tanpa
sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

Dari Tim Pembina UKS Kecamatan Ngawi yang telah terbentuk
dalam tugasnya tidak dapat berjalan sesuai dengan petunjuknya karena
terdapatnya sumberdaya finansial yang tidak terpenuhi sehingga dalam
pelaksanaan kegiatan UKS, dengan dana yang digunakan sangat terbatas,
karena dari Tim Pebina UKS yang terbentuk tidak pernah membahas
tentang dana, sehingga dari masing-masing unsur menggunakan dana
sendiri-sendiri  sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan dari

masing-masing dengan dana yang terbatas.



80

Lokasi Kecamatan yang dilakukan dalam penelitian
implementasi SKB empat Menteri dalam Pembinaan dan Pengembangan
UKS adalah dari Kecamatan Ngawi, terletak di perkotaan dan merupakan
lokasi yang lebih mudah terjangkau dari Kabupaten dan terdapat sekolah

yang paling banyak dibandingkan dengan Kecamatan lain yang ada di

n Ngawi yaitu : Kantor
ecamatan Ngawi,

dari Kantor Urusan

Kecamatan Ngawi berdasarkan”SK Camat Ngawi Nomor : 441/679.A /
404.312 / 2008 yang dibentuk pada tahun 2008 dapat dilihat pada tabel

4.3 sebagai berikut :
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Tabel 4.3
Susunan Keanggotaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah
Kecamatan Ngawi

No Jabatan Tim Nama Jabatan Dinas
1 | Ketua Drs. Sunarno Camat Ngawi
2 Wakil Ketua | Drs. Suwardi,MPd Ka. UPT Dinas Pendidikan

Kecamatan Ngawi
Ka. Puskesmas Ngawi

3 Woakil Ketua Il

engawas TK/SD
Kecamatan Ngawi
Staf puskesmas Ngawi
Staf puskesmas Ngawi

Suprlono Amd. Kep

Purba
Dra. Maria Victoria N Ka UPT PLKB
Ir. Hartono Mantri Pertanian

Kecamatan Ngawi
Sumber : Keputusan Camat Ngawi Nomor : 441/679.A/404.312/2008 Tanggal
11 Oktober 2008

Dalam tim pembina UKS yang telah terbentuk di Kecamatan
Ngawi karena tidak pernah melakukan koordinasi secara berkala maka dari
masing-masing unsur tersebut dalam melakukan programnya disesuaikan
dengan kebutuhan mereka sendiri-sendiri dan apabila membutuhkan unsur
yang lainya hanya unsur tertentu saja yang dibutuhkan tanpa

mempedulikan bahwa sebenarnya harus saling mengisi dari semua unsur
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yang ada dan yang seharusnya mempunyai tanggung jawab bersama dalam
melakukan pembinaan dan pengembangan UKS yang ada di Wilayah
Kecamatan Ngawi tersebut, sehingga yang saat ini dalam melakukan
kegiatan program UKS yang sering melakukan koordinasi secara insidentil

adalah dari Puskesmas dan dari UPTD Dinas pendidikan dan selanjutnya

asing-masing unsur

kerja Kecamatan dan am | ya paikan segala sesuatu langsung ke
tingkat Kabupaten, sehingga di tingkat Kecamatan hanya dilewati saja dan
bahkan apabila ada pertemuan di tingat Kecamatan yang dilaksanakan di
UPTD Dinas Pendidikan tidak pernah datang bila di undang untuk
melakukan pertemuann, sehingga di tingkat Kecamatan tidak mempunyai
data-data yang berkaitan dengan UKS secara lengkap.

Sedangkan laporan kegiatan Tim Pembina UKS dari Tim pembina
UKS Kecamatan Ngawi ke Tim Pembina UKS Kabupaten Ngawi selama

ini tidak pernah dilakukan karena Tim Pembina UKS nya tidak berjalan.

Bahwa seharusnya laporan adalah berjenjang, dimana Tim pembina UKS
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Kecamatan membuat laporan ke Tim pembina UKS Kabupaten dan
selanjutnya Tim pembina UKS Kabupaten melaksanakan laporan kegiatan
ke tim pembina UKS Propinsi dan Tim pembina UKS Propinsi
melaporkan kegiatan ke Tim pembina UKS Pusat, sehingga pelaporan

dilakukan secara berjenjang berdasarkan supervisi dan pelaporan yang

Tim Pe
sesuai ng dil
tidak di kukanEm:ara rutin.

Dari penjelasan diatas sesuai dengan teori Daniael A. Mazmanian dan Paul

A. Sabatier ( 1983 ) yaitu variabel yang mempengaruhi implementasi dari
Karakter kebijakan bahwa Seberapa besar adanya keterpautan dan
dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering
disebabkan karena kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antar
instansi yang terlibat dalam implementasi program.

Bahwa Tim pembina UKS yang ada di Kecamatan Ngawi tidak
pernah melaksanakan pertemuan koordinasi untuk merencanakan atau
membahas program, meskipun yang sebenarnya perlu dilakukan seperti

rapat kerja daerah UKS "yang ‘diselenggarakan di Propinsi dengan
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mengundang dari Pemerintah Daerah, Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan,
dan kantor kementrian agama dari Kabupaten yang seharusnya di tindak
lanjuti di tingkat Kabupaten dan diteruskan di tingkat Kecamatan, tetapi
karena tidak tersedianya dana dan tidak adanya koordinasi maka hal

tersebut tidak terlaksana karena masing-masing instansi masih merasa

adanya ego Pre@ram yang tidak merasakan bahwa UKS itu adalah

merupakan stfatu’ ﬂ%lbl a da

bersama da )enarmya adg@werup an suatu tugas yang

dikembangkan secara

Hal tersebut juga sesuai dengan penjelasan dari Pengelola program UKS

Puskesmas Ngawi bahwa :

“ Mestinya kalau fungsi dari TP UKS itu berjalan dan sebagai koordinator
kegiatan, mestinya memberi tahu pada tim worknya termasuk dari unsur
SKB empat Menteri dan seharusnya mereka juga tahu kalau semua
menjalankan sesuai fungsinya masing-masing maka pekerjaan itu akan
lebih mudah dan mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi, termasuk
kendala-kendala dana itu kalau mungkin kita duduk bersama dana yang
kita perlukan juga ada solusi “
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Dari Penjelasan tersebut sesuai dengan teori yang dikembangkan
oleh Brian W.Hogwood dan Lewis A.Gunn (1978; 1986) yang dikutip
dalam Wabab (2002:71) kerapkali oleh para ahli disebut sebagai “ the top
down aproach “ bahwa :

Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan

kebijaksanaan ara secara sempurna (perfect implementation) maka

diperlukan befs arat itu adalah sebagai

ansi pelaksana akan

api oleh b%u/in

ng ayar’rggius.
' sedia@tu da

2) sumber-sumber yang

3) Perpaduan he 1 an benar-benar tersedia.

4) Kebijaksanaan yang akaf diimplementasikan didasari oleh suatu
hubungan kausalitas yang handal

5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai
penghubungnya.

6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.

7) Pemahaman mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.

9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut

dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
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Dari penelitian Scott D.Winnail,dkk (2005) tentang keberadaan
koordinator kesehatan sekolah tampak bahwa peran koordinator kesehatan
sekolah secara umum dapat digunakan banyak sekolah di Kabupaten dan

bahkan dilakukan koordinator sendiri, dan karena fakta ini, peran dan

dari  Wilayah

ada koordinasi kecil antara 8 komponen model ini. Hasil penelitian ini
diketahui beberapa temuan dari Greenberg dan rekan. Dan didasarkan pada
bagian temuan ini, tampak bahwa identifikasi koordinator kesehatan
sekolah oleh administrator adalah langkah yang positif untuk identifikasi
dan memperbaiki kondisi keseluruhan koordinasi kesehatan sekolah
di sebuah wilayah sekolah. Namun, harus dicatat bahwa eksistensi sebuah
koordinasi kesehatan sekolah tidak selalu mengarah ke CSHP (concept of
coordinated school health programs) yang terorganisir dengan baik.

(Scott dkk, 2005).
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Matrik Implementasi SKB Empat Menteri dalam Pembinaan dan
Pengembangan UKS di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dapat dilihat

pada table 4.4

sesuai dengan pedomat da
petunjuk Tim Pembina UKS

f. Membuat laporan pelaksanaan f. Kegiatan tim Pembina UKS
program pembinaan dan tidak berjalan
pengembangan UKS pada Tim
Pembina UKS Kabupaten / Kota

g. Melaksanakan ketatausahaan Tim | g. Kegiatan tim Pembina UKS
Pembina UKS Kecamatan tidak berjalan

C. Faktor-faktor yang menghambat proses Implementasi.
Sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran,
maka upaya mengidentifiksai sejumlah faktor yang menghambat proses

implementasi program dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang
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berkaitan dengan : Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas,
Sumberdaya, Disposisi dan Karakteristik kebijakan.

1. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Implementasi SKB empat Menteri dalam pembinaan dan

antar organisasi-organisasi merupakan
suatu proses yang komplek dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan
pada suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya,
para komunikator dapat menyimpannya atau menyebarluaskannya, baik
secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam kenyataanya bahwa
koordinasi antara instansi terkait yang penting untuk dilakukan dalam
melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS yang ada di
Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi belum dapat dilakukan oleh Tim
Pembina UKS. Dengan ketepatan komunikasi kepada instansi terkait

sangatlah penting dilakukan . dalam - mengkoordinasikan pelaksanaan
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program UKS di Wilayah Kecamatan Ngawi dengan pedoman dan
petunjuk Tim Pembina UKS.

Dalam kenyataan yang ada bahwa dari tugas sebagai tim pembina
UKS yang ada di Kecamatan Ngawi tersebut diatas dalam penyampaian

pesan atau dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program belum bisa

gséjateraan Sosial bahwa :

“ Rapat tim Pembina UKS dalam hal ini koordinasi yang dilakukan
secara rutin untuk membahas program Usaha Kesehatan Sekolah ini
tampaknya belum dilakukan , namun koordinasi yang dilakukan hanya
secara insidentil apabila ada kegiatan yang mendesak ya sudah
dilakukan *

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
dalam hubungan antar organisasi maupun antar instansi terkait dalam
pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah merupakan hal
yang sangat penting, namun dari Tim Pembina UKS yang ada belum
dapat melaksanakan hal tersebut sehingga dapat menghambat

implementasi dalam pembinaan “dan pengembagan UKS. Bahwa



90

seharusnya nasehat dan bantuan teknis yang dapat diberikan,
pejabat-pejabat tingkat tinggi dalam hal ini tim pembina UKS tingkat
Kabupaten seringkali dapat melakukan banyak hal untuk memperlancar
implementasi kebijakan dengan jalan membantu pejabat tingkat bawah

yaitu tim pembina UKS tingkat Kecamatan menginterprestasikan

inarno (2002: 113),

n lembaga. Hal ini

dan kinerja akademik, penekanan yang mendalam ditempatkan pada
peningkatan faktor lingkungan yang meningkatkan hasil siswa. Banyak
program yang sedang dilaksanakan dalam pertumbuhan jumlah sekolah
untuk meningkatkan organisasi dan fungsi keseluruhan lingkungan
sekolah. Organisasi Kesehatan sekolah tampaknya menjadi target
penting untuk sistem seperti tingkat intervensi, seperti penelitian yang
dilakukan oleh Katherine sebelumnya telah menghubungkan persepsi
staf organisasi kesehatan dengan berbagai indikator dari prestasi siswa

termasuk absensi, tingkat . suspensi, prestasi akademik, sekolah
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menyesuaikan pemerintah, dan kepuasan siswa. Teori kognitif sosial
menunjukkan bahwa persepsi dari lingkungan sekolah akan
mempengaruhi perilaku mereka, staf yang merasa sekolah mereka
untuk menjadi lebih sehat laporan komitmen kerja organisasional, yang

pada gilirannya mempengaruhi kinerja pekerjaan mereka dan kualitas

pelayanan kepada organisasi siswa.

Kesehatag Ohi, kinerja siswa dengan
meningkatkan, : ' ahg nyaman, seperti

kemampu ereka £ garuhi sekolah dan

pembBelaj 1Iswa. Me ifikasi s\g‘xgka prediktor kesehatan

2. Sumberdaya.
Implementasi SKB empat Menteri dalam pembinaan dan
pengembangan UKS di Kecamatan Ngawi sumberdaya sangat
berpengaruh dalam keberhasilan program UKS, baik pada tahap
sosialisasi, perencanaan maupun pelaksanaan. Sumberdaya dalam
Pembinaan dan Pengembangan UKS adalah sumberdaya manusia dan
sumberdaya non manusia. Sumberdaya manusia yang ada pada tim
pembina UKS yang ada di Kecamatan Ngawi dari segi kualitas masih
kurang karena dari masing-masing unsur SKB empat Menteri belum bisa

memahami tugasnya sebagai Tim pembina UKS. Sedangkan sumberdaya
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non manusia yaitu sumberdaya finansial dari segi kuantitas bahwa dana
yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan UKS masih belum dapat diusahakan secara maksimal dari
masing-masing unsur SKB empat menteri sehingga dana yang digunakan

belum mencukupi dan akan menghambat pelaksanaa tugas. Hal ini sesuai

diwakili oleh gelola pr@g %S a.
7 -
“ Untuk Dana @ ional geenj @ Jap tah h kita anggarkan dari

aha dan prasarana itu
a dan terbatas. Kita

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Camat Ngawi
yang diwakili oleh Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Ngawi,
bahwa :

“ Dana untuk operasional atau sarana pengadaan UKS Kalau di tingkat
koordinator, Camat sebagai koordinator tidak ada, Selama saya ada di
Kecamatan ini nampaknya belum pernah ada, berkaitan dengan
pendanaan. *

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumberdaya
finansial yang ada pada tim pembina UKS di Tingkat Kecamatan
Ngawi guna Implementasi SKB empat Menteri dalam Pembinaan dan

pengembangan UKS selama ini tidak ada sehingga akan dapat



93

menghambat pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan
UKS. Hal tersebut sesuai dengan teori dari George C. Edwards Il
1980 dalam Subarsono (1995 : 91) bahwa :

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan
konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk
melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya
tersebut dapat berwujud berdaya manusia, yakni kompetensi
implementor, 402 sumerdaya inansialy, Sumberdaya adalah faktor
i ' |mplementa aga efektif. Tanpa sumberdaya,

pteri yang ada di
maupun dalam

ilakukan secara rutin

tidak ada.

3. Disposisi.

Bahwa komitmen yang ada pada tim pembina UKS yang ada di
Kecamatan Ngawi yang terkait dengan unsur SKB empat Menteri
ataupun dari sektor terkait yang relevan dalam merencanakan program
pembinaan dan pengembangan UKS yang meliputi pendidikan
Kesehatan, Pelayanan Kesehatan maupun Pembinaan Lingkungan
Sekolah Sehat tidak ada, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari
Kepala Puskesmas Ngawi yang di wakili oleh pengelola program UKS,

bahwa :
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“ Komitmen ataupun konsep perencanaan dari Tim pembina UKS tidak
ada, bila ada kegiatan baru ada koordinasi namun secara insidentil dan
belum melibatkan dari unsur yang ada dalam SKB empat menteri yang
ada di Kecamatan Ngawi

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari Kepala UPT Dinas

ogram UKS, adapun
Unsur Kesehatan yaitu

Sedang ari ' KUA maupun dari
ali terlibatzitupu

Pendidikan, Kepala _ epa gsmas serta unsur terkait yang
ada di Kecamatan Ni ® 4 ya komitmen untuk melaksanakan
program pembinaan dan pengembangan UKS serta dalam
mengkoordinasikan pelaksanakan program UKS diwilayahnya sesuai
dengan petunjuk tim pembina UKS adalah tidak ada. Sehingga dalam hal
ini akan dapat menghambat implementasi pembinaan dan pengembangan
UKS di Kecamatan Ngawi.

Sesuai dengan pandangan Edwards Il dalam Subarsono
(2005:92) yakni apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka
dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap
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atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses
implementasi kebijakan tidak akan efektif.

. Karakteristik kebijakan

Untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan UKS yang

ada di Kecamatan Ngawi perlu dilaksanakan secara terpadu, terarah,

) terlibalgngat

ung\gya keberhasilan program

Kabupaten Ngawi yan elaf tap an oleh Bupati Ngawi. Hal tersebut

sesuai dengan hasil wawancara dari Kepala UPT Dinas Pendidikan
kecamatan Ngawi bahwa :

“ Laporan kegiatan dari tim pembina UKS Kecamatan Ngawi ke Tim
Pembina UKS Kabupaten Ngawi belum dapat dilakukan secara rutin,
kalau Dinas Pendidikan minta laporan maka kita lapori sesuai
permintaan yang mereka perlukan, kalau tidak minta ya tidak kita
lapori “

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala

Puskesmas Ngawi yang diwakili oleh pengelola program UKS
Puskesmas Ngawi yaitu :

“ Kalau laporan dari Tim Pembina UKS itu saya belum tahu, karena
koordinasinya belum maksimal dan kalau ada koordinasi kita tidak
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pernah diundang untuk koordinasi merencanakan suatu program, juga
tidak tahu.”

Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa koordinasi
Tim Pembina UKS yang ada di Kecamatan Ngawi dengan Tim Pembina

UKS yang ada di Kabupaten Ngawi tidak berjalan dan laporan berjenjang

belum dilaksanakan karenamtim pembina UKS Kecamatan Ngawi

adalah sangat penting dan perlu dilakukan sehingga apabila ada suatu
masalah yang ditemui dari masing-masing instansi akan dibahas bersama
dan saling membantu dan mendukung dalam memecahkan suatu masalah
yang dihadapi dalam pembinaan dan pengembangan UKS.

Bahwa Keberhasilan implementasi menurut Mazmanian dan
Sabatier (1983) dalam Subarsono yaitu salah satunya variabel yang
mempengaruhi keberhasilan Implementasi yakni adanya karakteristik
kebijakan diantaranya adalah bahwa seberapa besar adanya keterpautan
dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program

sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antar
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instansi yang terlibat dalam implementasi program. Pada kenyataannya
hal tersebut juga tidak dilaksanakan oleh tim pembina UKS Kecamatan
Ngawi yaitu tidak pernah melakukan koordinasi vertikal dan horisontal
dalam Tim Pembina UKS yang ada di Tingkat Kecamatan Ngawi dengan

Tim Pembina UKS yang ada di tingkat Kabupaten, serta koordinasi antar

pengembanga W
pemantatan dan Evaluasi 4

Ngawi

Dengan demikian bahwa implementasi Surat Keputusan Bersama
empat Menteri dalam Pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan
Sekolah di Kecamatan Ngawi terdapat adanya faktor-faktor penghambat
antara lain adanya Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas,
sumberdaya, disposisi dan karakteristik kebijakan.

Adapaun matrik faktor-faktor penghambat proses limplementasi

dapat dilihat pada table 4.5
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Tabel 4.5

Matrik faktor — faktor penghambat proses Implementasi

Faktor — faktor Analisis
Penghambat

1. Komunikasi 1. Ukuran dan Tujuan tidak dipahami oleh masing — masing
antar instansi terkait yaitu antara Camat, Kepala UPT Dinas
organisasi Pendidikan, Kepala KUA dan Kepala Puskesmas yang
dan seharusnya bertanggung jawab dalam melaksanakan
penguatan pembinaan_damsgengembangan UKS, karena tidak adanya
aktivitas gjela dkukan oleh tlm pemblna UKS

2. Sumberdayal

3. Disposisi

4. Karakteristik
Kebijakan

ang komplek dan sulit
A suatu organisasi ke
lya bahwa koordinasi
k dilakukan dalam

a tim pembina UKS
afl segi kualitas masih

I tugasnya sebagai Tim
Imberdaya non manusia yaitu

carhétal gaW| guna Implementasi SKB empat
Menteri dalam Pembinaan dan pengembangan UKS
selama ini tidak ada

3. Sikap pelaksana yang dimiliki oleh implementor yaitu

antara Camat, Kepala UPT Dinas Pendidikan, Kepala
KUA dan Kepala Puskesmas serta unsur terkait yang ada
di Kecamatan Ngawi adanya komitmen untuk
melaksanakan program pembinaan dan pengembangan
UKS serta dalam mengkoordinasikan pelaksanakan
program UKS diwilayahnya sesuai dengan petunjuk tim
pembina UKS adalah tidak ada.

4. Koordinasi Tim Pembina UKS yang ada di Kecamatan

Ngawi dengan Tim Pembina UKS yang ada di Kabupaten
Ngawi tidak berjalan dan laporan berjenjang belum
dilaksanakan karena tim pembina UKS Kecamatan Ngawi
maupun lintas sektor yang terlibat tidak pernah
melaksanakan ~koordinasi dalam melaksanakan program
pembinaan dan pengembangan UKS
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa

) empat Menteri dalam
ekolah di Kecamatan
penghambat yang

enghambat tersebut

tidak dilakukan oleh tim' pina UKS yang ada di Kecamatan Ngawi.
Dalam hal ini bahwa koordinasi antara instansi terkait antara Camat,
Kepala UPT Dinas Pendidikan Puskesmas dan Kepala KUA yang
merupakan hal penting untuk dilakukan dalam membina dan
melaksanakan UKS sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai tim
pembina UKS vyang telah terbentuk tidak pernah dilakukan. Dengan
demikian akan menghambat tugas tim pembina UKS yang telah terbentuk
yang merupakan hal penting untuk memberikan perhatian yang besar

kepada kejelasan tugas yang dilakukan oleh tim pembina UKS Kecamatan
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Ngawi dengan ketepatan komunikasi kepada instansi terkait antara SKB
empat Menteri dan instansi lain yang relevan.

2. Faktor sumberdaya menghambat implementasi SKB empat Menteri dalam
pembinaan dan pengembangna UKS karena faktor sumberdaya yang ada

pada tim pembina UKS yang tentunya sangat mendukung dalam

Sumberdaya --d im ghémbina UKS yang ada di
Kecamatan Ngawi dari segi bali i, kurang karena dari

masing: 1 i a memahami tugas

pembinaan dan pengemgan U S asih belum dapat diusahakan secara
maksimal dari masing-masing unsur SKB empat Menteri sehingga akan
menghambat dalam melaksanakan tugas sebagai Tim pembina UKS yang
ada di Kecamatan Ngawi.

3. Sikap pelaksana yang dimiliki oleh implementor yaitu antara Camat,
Kepala UPT Dinas Pendidikan, Kepala KUA dan Kepala Puskesmas serta
unsur terkait yang ada di Kecamatan Ngawi adanya komitmen untuk
melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS serta dalam
mengkoordinasikan pelaksanakan program UKS diwilayahnya sesuai

dengan petunjuk tim pembina UKS adalah sangat kurang sehingga dalam
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dalam hal ini akan dapat menghambat implementasi pembinaan dan
pengembangan UKS di kecamatan Ngawi.

4. Faktor Karakteristik Kebijakan menghambat implementasi SKB empat
Menteri dalam pembinaan dan pengembangna UKS karena Koordinasi

Tim Pembina UKS yang ada di Kecamatan Ngawi dengan Tim Pembina

UKS yang ada @i*Kabupaten Ngawi tidak®pernah dilakukan dan laporan

sebabkan kurangnya

ang terlibat dalam

dan pengembangan UKS serta tidak pernah membuat laporan pelaksanaan
program pembinaan dan pengembangan UKS pada tim pembina UKS
Kabupaten. Karena kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antar
instansi yang terlibat dalam implementasi program tersebut maka
menyebabkan terhambatnya implementasi pembinaan dan pengembangan

UKS yang ada di Kecamata Ngawi
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B. Implikasi
1. Implikasi Teoritis.
Penelitian implementasi ini termasuk model top down. Meskipun
demikian penelitian ini tidak mengambil salah satu model akan tetapi

mengadopsi dari dari berbagai model tersebut, dengan mengadopsi dari

ebut dengan menga

gan. Q)W Palam, menemukan indikator
\1 i )L yang @amb proses implementasi

berbagai mode il beberapa indikator yang

bersifat top down teori dari A Mazmanian dan Paul A. Sabatier dapat
digunakan dalam penelitian ini yang menganggap bahwa seberapa besar
adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai instansi pelaksana.
kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan
horisontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
Demikian juga implementasi akan efektif apabila  kejelasan dan

konsistensi aturan yang ada pada pelaksana mematuhi apa yang telah

digariskan oleh peraturan.
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2. Implikasi Praktis
Hasil penelitian tentang Faktor-faktor Penghambat Implementasi
Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri dalam Pembinaan dan

Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kecamatan Ngawi

Kabupaten Ngawi menemukan bahwa

isposisi yan® ., enjalankan kebijakan dengan
baik seperti apa “yang dii i embuat kebijakan. Ketika
implem ntor‘%iliki

pembuat kebi 3 i kebijakan tidak akan

apabila implementor memiliki

efektif.

C. Saran.
Tim Pembina Kecamatan Ngawi dengan
keanggotannya yang terd instansi terkait, kadang mereka kurang

memahami akan tugas dan fungsi masin-masing instansi dengan tugas tim
pembina UKS sesuai tercantum dalam Surat Keputusan Bersama empat
Menteri yang didalamnya sudah jelas tugas dari masing-masing tim pembina
UKS mulai dari tingkat Pusat, tingkat Propinsi, tingkat Kabupaten / Kota
sampai dengan tingkat Kecamatan, disamping itu juga sudah jelas bahwa
tugas Tim Pembina UKS Kecamatan Ngawi tercantum dalam Keputusan
Camat Ngawi Nomor : 441/679.A/404.312/2008 tentang Pembentukan Tim
Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan Ngawi yang didalam telah

ditetapkan Tugas tim Pembina UKS Kecamatan Ngawi.
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Dengan demikian maka saran yang perlu dilakukan agar tugas Tim
Pembina UKS yang ada di Kecamatan Ngawi dapat berjalan yaitu :
1. Tim Pembina UKS Tingkat Kabupaten perlu mensosialisasikan petunjuk
dalam pelaksanaan dan pembinaan UKS pada tim Pembina UKS
Kecamatan, sehingga Program Tim Pembina UKS Tingkat Kabupaten

akan bisa disampaika i ' Kecamatan.

2. Camat sela

da di Kecamatan perlu

memberikan fQSI“ ukan%dina& dalam melaksanakan

pembinaan a ' serta%gusu n anggaran dalam
kegiat bangan Uﬁg

3. Instansi it an SKB &mpat @teri yang ada di Kecamatan

pengembangan UKS adalah upakan tanggung jawab bersama.

4. Tim Pembina UKS Kecamatan Ngawi perlu memberikan masukan pada
Tim pembina UKS Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan UKS, serta
melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Keputusan bersama empat

menteri dalam Pembinaan dan pengembangan UKS



